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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN 
DOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Bupati adalah Bupati Ngawi.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Ngawi.

Jaringan Dakumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat
JDIH adalah pendayagunaan bersama atas dakumen hukum secara tertib,
terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian
pelayanan informasi hukum secara lengkap,akurat, mudah, dan cepat.

7. Daku.men Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan atau praduk hukum selain peraturan
perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan
pengadilan, yurisprudensi, managrafi hukum, artikel majalah hukum,
buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis,
dan rancangan peraturan perundang-undangan.

8. lnformasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung
dalam Daku.men Hukum.

9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu
sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.

10. Pengelalaan Dakumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan
informasi hukum.

11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat
narma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan
aleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prasedur yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Jaringan Dakumentasi dan Informasi 
Hukum. 












